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PERATURAN  DAERAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR      xxxx     TAHUN 2014

TENTANG

POLA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka mewujudkan transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan dan berbudaya, guna menghadapi berbagai tantangan, transportasi perlu ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud pelayanan transportasi yang terpadu antar dan intra moda yang berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perekonomian dengan dukungan kelaikan sarana dan prasarana; 

b. bahwa dengan memperhatikan perkiraan perubahan dan perkembangan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu adanya pola pengembangan transportasi wilayah;

c. bahwa pola pengembangan transportasi wilayah harus berdasar pada peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah;

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Seri D Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun  2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG POLA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruh wilayah sehingga terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dan dimungkinkannya akses kesemua wilayah.
5. Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

6. Jaringan lalulintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan. Dapat pada permukaan tanah, bawah tanah (terowongan, underpass), dan pada atas tanah (fly over.
7. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yeng berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau Bandar udara

8. Prasarana lalulintas dan angkutan jalan adalah ruang lalulintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat
9. Transportasi multimoda adalah transportasi penumpang dan/atau barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda
Pasal 2

Asas Pola pengembangan transportasi wilayah adalah:

a. kemanfaatan;

b. keselamatan;
c. keamanan;
d. keadilan;
e. keterpaduan;

f. keberlanjutan;
g. keterbukaan;

h. kemitraan; dan
i. ketaatan hukum;

Pasal 3
Maksud Pengaturan pola pengembangan transportasi wilayah adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan transportasi wilayah di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Pengaturan pola pengembangan transportasi wilayah adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi, efektif dan efisien, menggerakkan dinamika pembangunan daerah, meningkatkan mobilitas manusia (penumpang) dan barang, dan menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien yang menjadi bagian dari pencapaian Visi daerah sebagai daerah pendidikan, pariwisata dan budaya.
Pasal 5

Pola Pengembangan Transportasi Wilayah dilaksanakan dengan berpedoman pada: 

a.
rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN);

b.
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN); 

c.
sistem transportasi nasional (Sistranas);

d.
rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN);

e.
rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);

f.
rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD); dan

g.
rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah.

BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH
Pasal 5
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan strategi
a. mengoptimalkan penyediaan sistim  jaringan dan layanan transportasi;
b. mengelola kebutuhan perjalanan; dan
c. menggunakan teknologi tinggi dalam pengembangan transportasi. 

BAB III

RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH

Pasal 6
(1) Pengembangan transportasi wilayah meliputi: 
a. transportasi darat;

b. transportasi laut; dan

c. transportasi udara; 

(2) Pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antar dan intermoda.
(3) Pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan :
a. Laju pertumbuhan penduduk;
b. Urbanisasi;
c. Laju pertumbuhan ekonomi; 
d. kondisi geografi; dan
e. Perencanaan tata guna lahan.
(4) Pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. ketersediaan sumber daya manusia;

c. pemenuhan kebutuhan yang beragam;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya energi fosil;

e. pemanfaatan sumber daya energi yang terbarukan;

f. kemampuan keuangan daerah; 

g. partisipasi masyarakat; dan
h. Kearifan lokal

(5) Ketentuan mengenai pengembangan transportasi wilayah yang terintegrasi antar dan intermoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur

BAB IV

TRANSPORTASI DARAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7
Pengembangan transportasi wilayah untuk transportasi darat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
a. transportasi berbasis jalan;

b. transportasi berbasis jalan rel; dan

c. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)



Pasal 8

Pengembangan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Transportasi angkutan penumpang; dan
b. Transportasi angkutan barang.
Pasal 9

(1) Pengembangan transportasi angkutan penumpang bertujuan untuk :

a. mengurangi kesenjangan antar wilayah;
b. memberikan kemudahan akses dan mobilitas bagi masyarakat;
(2) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Mengelola kebutuhan (demand) perjalanan
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan (supply) infrastruktur perjalanan
c. Mengembangkan sistem jaringan utama (backbone) dan pendukungnya;

d. Menetapkan prioritas layanan yang sesuai dengan fungsi wilayah;
e. 
f. 
g. 
(3) 
a. 
b. 
c. 
Pasal 10
(1) Pengembangan transportasi angkutan barang bertujuan untuk:
a. Melancarkan distribusi barang guna meningkatkan perekonomian daerah;

b. Mengurangi biaya transportasi barang;
(2) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Mengintegrasikan angkutan barang moda jalan dengan moda angkutan kereta api, laut atau udara;

b. Mengatur pemilihan penggunaan moda, waktu operasional, sistem handling dan jaringan lintas termasuk didalamnya peletakan terminal bongkar muat yang tepat; dan
c. Mengendalikan penyelenggaran angkutan barang dengan mengoptimalkan peran jembatan timbang.
(3) Ketentuan mengenai tatacara pengembangan transportasi angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur

Bagian Kedua

Transportasi Berbasis Jalan dan Jalan Rel
Pasal 11
(1) Pengembangan transportasi wilayah berbasis jalan dan jalan rel dikembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi sebagai suatu sistem jaringan yang melayani seluruh wilayah DI Yogyakarta.
(2) Khusus pengembangan transportasi wilayah berbasis jalan rel, di proritaskan untuk memenuhi kebutuhan:

d. transportasi perkotaan,sebagai suatu sistem layanan yang menerus, cepat dan tidak terganggu, dan 
e. menghubungkan bandar udara dengan wilayah perkotaan disekitarnya.
(3) Pengembangan transportasi wilayah berbasis jalan dan jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan tidak hanya melayani fungsi transportasi tetapi juga sebagai pembentuk pola perjalanan wilayah dan meningkatkan citra wilayah, dengan cara:

a. 
Menjadikan angkutan umum massal sebagai moda pilihan utama perjalanan;
b. 
Mengelola penggunaan ruang milik jalan;

c. 
Memenuhi kebutuhan yang beragam;

d. 
Mewujudkan efisiensi Angkutan Barang; dan

e. 
Mewujudkan keistimewaan angkutan wisata.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan transportasi wilayah berbasis jalan dan jalan rel  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




(1) 
(2) 
(3) 
Bagian Ketiga
Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
Pasal 11
(1) Pengembangan transportasi wilayah untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan disesuaikan dengan potensi dan perkembangan sosial ekonomi daerah.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan transportasi wilayah untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB V
TRANSPORTASI LAUT

Pasal 12
(1) Pengembangan transportasi laut dilaksanakan guna mendukung kebijakan Pemerintah.
(2) Pengembangan transportasi laut sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. mensinergikan pelabuhan-pelabuhan yang ada baik pelabuhan ikan maupun umum serta mengarahkan penciptaan pelabuhan utama;

b. mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata Pantai Selatan; 

c. mendukung pengamanan pantai-pantai serta meningkatkan keselamatannya melalui penjagaan pantai (coast guard) yang memadai; dan

d. mendukung upaya eksport, terutama hasil laut melalui laut, darat maupun udara. 

BAB VI
TRANSPORTASI UDARA

Pasal 13
a. Pengembangan transportasi wilayah untuk transportasi udara dikembangkan dengan memperhatikan tujuan jangka panjang pembangunan wilayah 
(1) Perencanaan Pembangunan Bandara Temon bertujuan untuk mengantisipasi meningkatnya pengguna moda udara yang mencerminkan pesatnya pembangunan di wilayah DIY dan sekitarnya.
(2)  Ketentuan mengenai pengembangan transportasi wilayah untuk transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
TRANSPORTASI TRADISIONAL
Pasal 14
(1) Transportasi tradisional meliputi Becak dan Andong.

(2) Transportasi tradisional dilestarikan dalam rangka mendukung keistimewaan DIY.
(3) Pengembangan transportasi tradisional dilakukan sebagai bagian dari pendidikan, wisata dan budaya.

Pasal 15
Standar layanan, wilayah pelayanan dan perijinan diatur dalam peraturan tersendiri.
BAB VIII
PENYELENGGARA
Pasal 16
(1) Penyelenggara pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan oleh :

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah; dan atau
c. pemerintah kota/kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan pengembangan transportasi wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dan/ atau pihak ketiga.
(3) Ketentuan mengenai kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain dan/atau pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kerjasama Pengembangan transportasi wilayah dengan pihak swasta dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.
(5) Kerjasama Pengembangan transportasi wilayah dengan pihak swasta dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Pasal 17
Pelaksanaan pengangkutan orang dan atau barang dapat dilakukan oleh:
a. badan usaha milik negara;

b. badan usaha milik daerah;

c. badan layanan umum daerah; dan/ atau
d. badan usaha berbadan hukum.
BAB IX

SANKSI

Pasal 18
(1) Pola pengembangan transportasi di seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
(2) Pengembangan transportasi di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
GUBERNUR 


DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR

